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EIGENRICHTING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM 
(Studi Kasus di Polres Klaten) 
 
ABSTRAK 
Eigenrichting merupakan tindakan cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa 
mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa pengguaan alat 
kekuasaan pemerintah. Main hakim sendiri sering dilakukan masyarakat terhadap 
pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan biasanya berupa pemukulan, 
pengeroyokan dan perusakan yang bisa mengakibatkan kematian bagi pelaku 
tindak pidana, tindakan main hakim sendiri merupakan suatu pelanggaran hukum 
dan Hak Asasi Manusia serta memeberi kontribusi negatif terhadap penegakan 
hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), 351, 170, 338, 406 
KUHP serta Pasal 4 dan 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang 
HAM. Rumusan masalah penelitian ini membahas terkait apa saja faktor 
penyebab main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana baik yang dilakukan 
sendiri atau bersama serta bagaimana upaya penanggulangan tindakan main hakim 
sendiri terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jenis penelitian ini merupakan 
jenis penelitian hukum yuridis empiris dan menggunakan pendekatan metode 
kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Polres Klaten. 
Kata Kunci: Eigenrichting, Hak Asasi Manusia, Pelaku, Tindak Pidana 
 
ABSTRACT 
Eigenrichting is the act of vigilante ways, taking the rights without heeding the 
laws, without the knowledge of the government and without the use of 
government power. Vigilantism is often done society against perpetrators of 
criminal acts are usually a hand caught the beating, penggeroyokan and 
destruction that could result in death for the perpetrator of criminal offence, 
vigilante actions constitute a violation of the law and human rights as well as 
contribute negatively to the rule of law as set forth in article 55 paragraph (1), 
351, 170, 338, 406 of the criminal code as well as article 4 and paragraph 33 (1) 
of law No. 39 of 1999 year of human rights. The outline of the research isuues 
discusses what factors related causes of vigilantism against the perpetrator of the 
criminal offence perpetrated either a lone of together as wll as how the effort to 
combat acts of vigilantism against the perpetrator of a criminal these offence. This 
type of research. This tipe of research using qualitative methods of app roach. The 
location of this research is at Distric Police of Klaten. 







Permasalahan main hakim sendiri atau eigenrichting sudah sejak lama 
menjadi persoalan yang tak kunjung usai dan sering terjadi di dalam hukum 
Indonesia, sesuaidalam Pasal  1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia disebutkan bahwa“Negara Indonesia adalah negara 
hukum,” sudah seharusnya praktik main hakim sendiri (eigenrichting) di 
Indonesia harus mendapat tindakan tegas karena realitanya hal tersebut masih 
sering ditemui di negara yang berdasarkan atas hukum ini. 
Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara 
yang tepat, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan 
telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. 
Masyarakat lupa dan atau tidak tahubahwa tidak hanya mereka yang memiliki 
hak asasi, para pelaku tindak pidanapun memiliki hak asasi yaitu hak untuk 
mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan 
penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau 
bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia.
1
 
Bentuk dari perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) salah satunya 
adalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh massa yang tidak 
dapat mengontrol emosinya. Masyarakat cenderung brutal kepada mereka 
yang hanya di duga pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang 
tertangkap tangan, tindakan yang dilakukan masyarakat ini tentu tidak 
dibenarkan jika dilihat dari sisi hukum kecuali untuk pembelaan diri. 
Masyarakat yang melakukan main hakim sendiri dapat dianggap sebagai 
pelaku tindak pidana, karena pelaku adalah orang yang melakukan tindak 
pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan 
atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang 
telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, 
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baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa 
memandang apakah keputusan untuk melakukan tidak pidana tersebut timbul 
dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
2
 
Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 55 ayat (1) 
Dipidana sebagai pembuat tindak pidana: 
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turutserta melakukan perbuatan;  
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan. 
Dilihat dari sisi hukum para pelaku tindak pidana eigenrichting yang 
biasanya melakukan tindakan berupa penganiayaan, pengerusakan, 
perampasan bahkan pembunuhan baik yang dilakukan secara bersama-
samamaupun sendiri dapat dikenai ketentuan Pasal 351 KUHP tentang 
penganiayaan, Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan atau merusakan 
barang, Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, salah satunya 
Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyi 
pasalnya sebagai berikut: 
(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam 
bulan. 
(2) Yang bersalah diancam: 
1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia 
dengan sengaja menghancurkan barang atau jika 
kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan luka berat; 
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan maut. 
Jika di perhatikan lagi, pelaku eigenrichtingtersebut juga telah melanggar 
Hak Asasi Manusia (HAM) karena perbuatan mereka tersebut bertentangan 
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dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa: 
(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, 
penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, 
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. 
Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki 
makna siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan 
hukum yang berlaku karena, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang 
melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling 




Masyarakat yang menghakimi sendiri pelaku tindak pidana membuat si 
pelaku selain menjadi pelaku juga sebagai korban tindak pidana. Menurut 
Mendelsohn, jenis-jenis korban dapat dibagi sebagai berikut, yaitu: 
1. Korban yang sama sekali tidak bersalah; 
2. Korban yang sedikit sekali kesalahannya; 
3. Korban yang kesalahannya seimbang dengan kesalahan pembuat 
kejahatan; 
4. Korban yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan pembuat kejahatan; 
5. Korban yang salah sendiri, dan 
6. Korban karena imajinasinya sendiri.4 
Perbuatan eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana tidaklah dibenarkan 
meskipun korban eigenrichting adalah pelaku tindak pidana dan dianggap 
bersalah oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-
Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 33 
ayat (1) serta ketentuan 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). Pemberian sanksi tersebut terhadap terjadinya eigenrichting 
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perlu dilakuakan dengan tujuan agar menjadi pembelajaran dan kesadaran 
bagi msayarakat pada umumnya, agar nilai keadilan yang menjadi tujuan 
utama hukum dapat tercapai dan masyarakat dapat ikut berperan dalam 
mencapai tujuan tersebut. 
Diharapkan dengan adanya pemberian sanksi yang tegas dan tepat dapat 
meminimalisir terjadinya perbuatan eigenrichting kepada pelaku tindak 
pidana oleh masyarakat agar memberikan efek jera dan kesadaran hukum 
yang baik untuk masyarakat secara umum. 
Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis 
dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apa faktor 
penyebab terjadinya tindakan eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana 
baik yang dilakukan sendiri atau bersama, Bagaimanakah upaya 
penanggulangan tindakan eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana? 
Tujuannya untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan 
eigenrichting terhadap pelaku tindak pidanabaik yang dilakukan sendiri atau 
bersama, untuk mengetahui upaya penanggulangan tindakan eigenrichting 
terhadap pelaku tindak pidana. 
Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya 
dalam hal eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana. 
Manfaat praktis, sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan 
penetahuan bagi para pembaca terkait eigenrichting terhadap pelaku tindak 
pidana. Secara praktis, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, karena 
dengan adanya penelitian ini memerikan informasi serta pemahaman kepada 
masyarakat dan masukan bagi aparat penegak hukum terkait dengan 
eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana. 
2. METODE  
Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu 
penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam 
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masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainya.
5
 Penulis 
akan mengkaji mengenai data lapangan dan kebijakan hokum terhadap 
undang-undang yang berkaitan dengan eigenrichting terhadap pelaku tindak 
pidana dan implementasinya di wilayah Polres Klaten. 
Dalam penelitian ini penulis akan mengunakan data sebagai berikut. Data 
primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta di 
lapangan melalui wawancara kepada penyidik di Polres Klaten, pelaku serta 
tokoh masyarakat yang terkait dengan eigenrichting terhadap pelaku tindak 
pidana dilihat dari perspektif hukum dan HAM. Data sekunder, yaitu sumber 
yang terkait dengan persoalanyang diteliti yang terdiri dari buku-buku, 
dokumen-dokumen, serta berbagai buku dan literatur. Bahan hukum primer, 
yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam 
penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia. Bahan hokum sekunder berupa bahan yang berkaitan dengan 
eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum 
danHam.Bahan hokum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer dan sekunder, diantaranya berupa bahan hukum dari kamus, 
ensiklopedia, dan lain sebagainya. 
Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan 
metode studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakuka 
dengan cara menginventarisir dan mempelajari serta mengutip dari peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan 
dengan materi yang menjadi obyek dalam penelitian serta melakukan studi 
lapangan dengan cara wawancara dengan pihak terkait di Polres Klaten yang 
selanjutnya akan dikaji serta dipelajari secara utuh. Metode analisis data 
secara kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilakan 
diskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Eigenrichting Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Baik Yang Dilakukan Sendiri Atau Bersama 
Kebiasaan main hakim sendiri oleh masyarakat tersebut dapat terjadi 
karena berbagai faktor, secara umum dan mendasar yang menjadi penyebab 
adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dalam literatur, ada 
beberapa hal yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, 
penghambat tersebut adalah sebagai berikut:
7
 lemahnya political will dan 
political action para pimpinan negara ini, untuk menjadikan hukum sebagai 
panglima dalam penyelengaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi 
hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan 
pada saat kampanye, peraturan perundang-undangan yang saat ini masih lebih 
merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat, 
Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran 
hukum aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokad) dalam 
menegakkan hukum, minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang 
mendukung kelancaran proses penegak hukum, tingkat kesadaran dan budaya 
hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum, 
paradigma penegakan hukum masih positive-legalistik yang lebih 
mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice), kebijakan 
(policy) yang diambil oleh pihak terkait (stakeholders) dalam mengatasi 
persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak 
komprehensif dan tersistematis. 
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Sementara itu, dalam praktik penegakan hukum faktor-faktor yang 
menjadi penyebab main hakim sendiri dapat dilihat dari beberapa sudut 
pandang, dalam hal ini penulis akan memberikan tiga (3) sudut pandang yaitu 
dari pihak penyidik, korban yang pernah mengalami, dan (tokoh) masyarakat 
yang di daerahnya pernah terjadi perbuatan main hakim sendiri.Sudut 
pandang yang pertama adalah menurut penyidik dari Polres Klaten faktor-
faktor yang menjadi penyebab adanya perbuatan main hakim sendiri adalah:
8
 
kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang, tidak adanya laporan 
kepada pihak kepolisian, masyarakat tidak bisa mengontrol emosi, main 
hakim sendiri dianggap hal yang biasa dan sudah menjadi kebiasaan, tingkat 
krimnalitas yang tinggi, sekedar iseng dan ikut-ikutan. 
Dilihat dari sudut pandang (tokoh) masyarakat yang di derahnya 
pernah terjadi tindakan main hakim sendiri, bahwa faktor-faktor yang melatar 
belakangi tindakan main hakim sendiri adalah sebagai berikut:
9
 rasa 
solidaritas masyarakat yang tinggi khususnya di daerah pedesaan, kurang 
percayanya masyarakat kepada pihak kepolisian, tidak adanya kedekatan 
antara polisi dan masyarakat, kurang cepatnya polisi dalam menindaklanjuti 
laporan warga. 
Sudut pandang yang ke tiga merupakan faktor penyebab tindakan 
main hakim sendiri dari perspektif korban yang pernah mengalami, 
berdasarkan hasil penelitian bahwa menurut korban ada dua hal yang menjadi 
penyebab terjadnya main hakim sendiri yaitu sebagai berikut: pembiaran yang 
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3.2 Upaya Penanggulangan Tindakan Eigenrichting Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana baik Yang Dilakukan Sendiri Atau Bersama 
Kepolisian lebih menggutamakan upaya preventif sebelum 
melakukan tindakan represif dalam upayanya untuk menanggulangi main 
hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Cara pertama yang 
dilakukan pihak kepolisian agar main hakim sendiri dapat ditanggulangi 
adalah dengan cara preventif. Tindakan preventif merupakan suatu 
tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah, 
mengantisipasi dan meredam suatu pelanggaran atau penyimpangan 
sebelum terjadi yang biasanya dilakukan dengan memberi bimbingan, 
pengarahan dan ajakan. Wujud dari tindakan atau cara preventif yang 
dilakukan oleh pihak berwajib yaitu dengan cara dibentuknya 
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(Bhabinkamtibmas) sebagai pengemban polmas di desa/kelurahan 




Yang dimaksud dengan polmas adalah kegiatan untuk mengajak 
masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga 
mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan 
ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan serta menemukan 
pemecahan masalahnya. 
Bentuk keseriusan dari pihak kepolisian guna menanggulangi 
tindak pidana main hakim sendiri tercermin darifungsi, tugas pokok dan 
wewenang Bhabinkamtibmas yang dibentuk sebagai pihak terdepan untuk 
mewujudkan tertib hukum di dalam masyarakat. Pemolisian masyarakat 
merupakan pebaharuan besar pertama dalm kepolisian sejak aparat 
kepolisian menganut prinsip manajemen ilmiah lebih dari setengah abad 
yang lalu. Hal ini merupakan perubahan yang cukup drastis dalam konteks 
interaksi polisi dengan masyarakat. Sebuah falsafah baru yang 
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memeperluas misi kepolisian dari yang semula cenderung berfokus kepada 
kriminalitas berubah menjadi kewajiban yang mendorong kepolisian untuk 
mendayagunakan solusi kreatif bagi berbagai persoalan dalam masyarakat 
termasuk kriminalitas, kecemasan masyarakat, ketidaktertiban dan 
terganggunya kerukunan warga. Perpolisian masyarakat bersandar pada 
kepercayaan bahwa hanya dengan kerjasamalah masyarakat dan polisi 
akan mampu meningkatkan mutu kehidupan di dalam masyarakat, dengan 
polisi diharapkan untuk dapat berperan tidak hanya sebagai penasehat, 
tetapi juga sebagai fasilitator dan pndukung gagasan baru dengan basis 
masyarakat serta disupervisi oleh polisi.
12
 
Upaya preventif lain yang dilakukan kepolisian khususnya di 
Polres Klaten dilakukan dengan cara:
13
 melakukan patroli rutin, 
melibatkan tokoh masyarakat untuk mencegah tindakan main hakim 
sendiri, bekerja secara jujur dan transparan guna meningkatkan 
kepercayaan masyarakat, memberikan penyuluhan hukum.Selain upaya 
preventif kepolisian juga akan melakukan upaya represif kepada pelaku 
tindak pidana main hakim sendiri, yang dimaksud upaya represif adalah 
penindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib atas adanya 
penyimpangan sosial yang terjadi agar penyimpangan tersebut dapat 
dihentikan guna memberi pengajaran, efek jera dan pertanggungjawaban 
atas perbuatan yang diakukan pelaku tindak pidana dalam hal ini 
eigenrichting tidak mengulangi perbuatan tersebut. Upaya represif itu 
dilakukan setelah terjadi tindakk pidana main hakim sendiri, upaya ini 
adalah cara yang ditempuh pihak kepolisian apabila cara pencegahan 
dianggap gagal dan main hakim sendiri masih terjadi di masyarakat.Upaya 
yang dilakukan adalah memberi sanksi pidana kepada pelaku tindak 
pidana sesuai dengan pasal KUHP yang dilanggar pelaku tersebut, dalam 
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kasus tindak pidana main hakim sendiri kepolisian akan menerapkan Pasal 
351 KUHP apabila pelaku dianiyaya, Pasal 338 KUHP apabila korban 
main hakim sendiri tersebut meninggal dunia, apabila pelaku melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama akan dikenai 
Pasal 170 KUHP, ketentuan yang lain adalah Pasal 406 KUHP apabila 
pelaku menghancurkan barang milik si korban yang mengakibatkan tidak 
dapat dipakainya barang tersebut.
14
 
Selain upaya yang dilakukan oleh kepolisian, peran serta tokoh 
masyarakat yang menjadi bagian dari strategi penanggulangan tindak 
pidana main hakim sendiri menjadi langkah yang dirasa tepat, keberadaan 
tokoh masyarakat yang dapat tampil ke depan menjadi pengontrol masa 
ketika tindakan main hakim sendiri terjadi akan sangat berguna ketika 
belum ada polisi yang datang ke TKP. Kontibusi pihak tokoh masyarakat 
baik itu tokoh agama, RT, RW ataupun Kepala Desa berperan penting 
dalam upaya penanggulagan main hakim sendiri yang ada di masyarakat, 
masa cenderung lebih mendengarkan himbauan para tokohmasyarakat dari 
pada himbauan dari pihak kepolisian, untuk itu semua tokoh masyarakat 
yang ada harus salin menopang dan memperkuat kinerja kepolisian 
sehingga main hakim sendiri dapat diantisipasi dan masa dapat 
dikendalikan. 
Keefektifitasan tokoh masyarakat dalam mengatasi berbagai 
masalah termasuk tindakan main hakim sendiri di bandingkan dengan 
penerapan hukum positif dikarenakan adanya beberapa aspek yang harus 
lebih diperhatikan di dalam penerapannya yaitu:
15
 kualitas perundang-
undangan, penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan 
dengan aspirasi masyarakat, kesadaran hukum yang masih rendah, yang 
berhubungan dengan sumber daya manusia, rendahnya pengetahuan 
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terhadap hukum, sehingga menimbulkan kesan tidak profesional dan tidak 
jarang menimbulkan malpraktek di bidang penegakan hukum, mekanisme 
lembaga hukum yang fragmentaris, sehingga tidak jarang menimbulkan 
disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama atau kurang lebih sama, 
budaya hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terpadu, 
sebagai akibat perbedaan persepsi tentang HAM. 
Bentuk upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat untuk 
menanggulangi perbuatan main hakim sendiri adalah dengan cara:
16
 
menerapkan Siskamling disetiap desa, bertindak cepat datang ke TKP, 




Pihak Kepolisian menyatakan kurangnya kesadaran hukum, tidak adanya 
laporan, kurang mampu mengontrol emosi, dianggap sudah biasa, tingkat 
kriminalitas yang tinggi, dan iseng menjadi penyebab utama adanya perbuatan 
main hakim sendiri. Tokoh Masyarakat menyatakan rasa solidaritas, tidak 
percaya terhadap kepolisian, tidak adanya kedekatan antara penegak hukum 
dan masyarakat, serta lambannya tindak lanjut polisi dalam menerima laporan 
menjadi faktor yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri. Korban 
berpendapat faktor penyebab tindakan main hakim sendiri adalah pembiaran 
yang dilakukan pihak kepolisian dan masyarakat yang emosi terhadap pelaku. 
Upaya penanggulangan dan pencegahan tindakan eigenrichting dilakukan 
dengan dua cara, dari pihak kepolisian dan dari masyarakat itu sendiri. Yang 
pertama dari pihak kepolisian yang mengutamakan upaya preventif yaitu 
upaya mencegah, mengantisipasi dan meredam suatu pelanggaran atau 
penyimpangan sebelum terjadi dengan memberikan bimbingan pengarahan 
dan ajakan sebelum melakukan upaya represif yang berupa penindakan secara 
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tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua dengan cara 
melibatkan tokoh masyarakat untuk memberi himbauan dan mengajak 
masyarakat lain untuk ikut serta dalam menjaga kantibmas serta menempatkan 
tokoh masyarakat sebagai pengontrol masa apabila ada tindak pidana terjadi 
dan belum ada polisi yang datang ke TKP. 
4.2 Saran 
Pihak kepolisian harus meningkatkan penyuluhan hukum sampai ke desa-
desa untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar tindakan main 
hakim sendirit idak terjadi lagi. 
Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak pelaku tindak pidana main 
hakim sendiri agar pola pikir masyarakat yang menganggap hal itu kebiasaan 
dapat dirubah. Kepolisian harus lebih meningkatkan profesionlisme dalam 
bekerja sehingga masyarakat akan puas atas kinerja kepolisian dan tumbuh 
rasa percaya serta hubungan baik antara polisi dan masyarakat. 
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